Menimbang :

Mengingat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1997
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

[

a.

PT PUPUK SRIWIJAYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas badan usaha
milik negara di bidang pupuk dipandang perlu untuk melakukan
koordinasi pengendalian di antara Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT Pupuk Sriwijaya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk
Kalimantan Timur, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk
Kujang, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda
dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik;

. bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya selama

ini telah memiliki jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia
dan karenanya dapat melakukan koordinasi pengendalian diantara
Perusahaan-perusahaan Perseroan di bidang pupuk;

. bahwa dalam rangka koordinasi pengendalian tersebut seluruh

saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur, Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT Pupuk Kujang, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT
Pupuk Iskandar Muda dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT
Petrokimia Gresik dapat dialihkan untuk dijadikan sebagai tambahan
penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya;

. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang



(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2904);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran
Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pupuk Sriwijaya menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 31);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),
Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 37);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA.

BAB |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal
saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya yang didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969.

Pasal 2
D Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 berupa seluruh saham milik Negara Republik Indonesia
pada:



